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ABSTRACT 
 
  Skripsi dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli online 
Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berangkat dari adanya 
permasalahan tentang Bagaimana proses Jual Beli online menurut  undang-undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik  dan apakah akibat hukum yang timbul apabila 
penjual dalam jual beli online melakukan wanprestasi. Tujuan dari penelitian tersebut 
yaitu untuk mengetahui proses Jual Beli online menurut Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan  akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam jual beli 
online melakukan wanprestasi.  
  Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian 
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 
hukum positif, sebagai penelitian perpustakaan (dokumen)  disebut sebagai penelitian 
doktriner dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan 
yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Dan adapun teknik pengumpulan bahan hukum 
yang digunakan oleh penulis yaitu dengan Penelitian ini diperoleh dengan membaca, 
menggali, dan mengumpulkan dari bahan buku primer dan skunder dengan studi 
literatur atau studi pustakaan, yaitu mencari dan menginventarisasi kaidah atau konsep, 
teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun tidak 
langsung dengan pokok pikiran  masalah dalam skripsi ini. Sedangkan analisis bahan 
hukum yang digunakan mengunakan  normatif kualitatif 
ABSTARCT 
Thesis entitled Default Legal Effect in Online Buying and Selling According to the 
Electronic Information and Transaction Law departs from the existence of a problem 
about how the online sale and purchase process according to the Electronic Information 
and Transaction law and whether the legal consequences arise if the seller in online 
buying and selling defaults . The purpose of the study is to find out the online Buy and 
Sell process according to the Electronic Information and Transaction Law and the legal 
consequences that arise if the seller is in an online sale and purchase of default. 
The method used by the author is normative juridical, namely research that is focused 
on studying the application of norms or norms in positive law, as library research 
(documents) is referred to as doctrinal research because this research focuses only on 
written matters that are written or legal materials. And as for legal material collection 
techniques used by the author, this research is obtained by reading, digging, and 
collecting from primary and secondary book material with literature studies or library 
studies, namely finding and inventorying rules or concepts, theories, opinions, or 
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inventions that related directly or indirectly to the subject matter of the problem in this 
thesis. While the analysis of legal materials used using qualitative normative 
 
PENDAHULUAN 
 Potret perkembangan internet semakin menunjukkan peningkatan penggunanya 
diseluruh dunia dan indonesia termasuk di dalanmya.
1
 Salah satu bagian yang paling 
berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet yang semula hanya 
digunakan sebagai media penyebaran informasi dan sarana pembelajaran. Namun di era 
modern ini internet telah merambah ke bidang lain salah satunya di bidang ekonomi, 
sehingga kemudian muncul istilah perdagangan elektronik. 
Perdagangan serta pembelian secara online yang dilakukan melalui internet lebih 
dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce). Ecommerce merupakan 
proses pembelian, penjualan atau pertukaran barang atau jasa dan informasi melalui 
jaringan komputer termasuk internet.
2
 E-Commerce merupakan salah satu bentuk 
transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 
informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual 
dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan 
jarak jauh melalui internet) e-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam 
memperoleh produk yang diinginkannya.
3
 
E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karakter tersendiri 
yaitu perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya 
penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, 
menggunakan media internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan 
konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan tidak 
perlu beranjak dari tempat tinggalnya akan tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak 
konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas.  
Sekurang-kurangnya ada beberapa e-commerce yang sedang menggurita di 
Indonesia, serta menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya; 
Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Olx, Shopie dan lain sebagainya. Dengan adanya 
penyedia barang secara online ini, disisi lain mampu mempermudah masyarakat dalam 
mengakses barang-barang yang notabennya tidak ada ditoko sekitar rumah dengan 
harga yang relatif murah.  
Adapun model transaksi elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama 
dengan model transaksi secara konvensional. Namun bedanya dalam transaksi 
elektronik perjanjian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang 
terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian 
elektronik atau kontrak elektronik. Model transaksi elektronik yang menggunakan 
perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang harus 
dipenuhi didalamnya. Unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam pasal 48 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraaan Sistem dan 
Transaksi elektronik Unsur-unsur diatas tujuannya jelas untuk memberikan kepastian 
                                                          
1 Ariestya Ayu Permata, Pemanfaatan Media Sosial untuk Jual Beli Online di Kalangan 
Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya melalui Instagram, Jurnal Ilmu Sosial dan 
2 Sun, Zhaohao, Finnie, Gavin R. Intelligent Techniques in E-Commerce : A Case Based Reasoning 
Perspective. Springer : 2004 
3 Alfian Perdana, dkk, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, 
Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2.No.1.2014, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, p.52 
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hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Namun 
dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan para pelaku usaha sering 
menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. Penggunakan klausul baku sendiri 
dalam peraturan undang-undang di syaratkan sangat ketat. Pasal 48 ayat (3) PP No. 82 
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan 
sebagaimana dimaksud diatas dalam hal perlindungan konsumen merujuk terhadap 
pasal 18 Undang-undang  No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Peraturan di atas bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap perjanjian 
baku yang di buat oleh para pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini 
menjadi pihak yang paling lemah. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 undang-
undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
Praktik transaksi e-commerce banyak menimbulkan permasalahan-
permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai 
permasalahan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce.
4
 Masalah hukum yang 
menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen semakin mendesak 
dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan merchant dalam 
satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi 
kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut 
keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh 
konsumen.
5
 
Praktik transaksi e-commerce banyak menimbulkan permasalahan-
permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai 
permasalahan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce.
6
 Masalah hukum yang 
menyangkut perlindungan hukum terhadap hak- hak konsumen semakin mendesak 
dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan merchant dalam 
satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi 
kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut 
keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh 
konsumen.
7
 Juga  Dampak negatif dari e-commerce itu sendiri cenderung merugikan 
konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak 
sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan sebelumnya. Contoh saat belanja barang secara online, tapi barang yang 
dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Apakah itu 
termasuk pelanggaran hak konsumen Apakah dapat menuntut penjual untuk 
mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut. 
Dalam contoh lain, suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan 
wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Mengenai wanprestasi ini Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: 
tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, 
berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam 
                                                          
4 Abdul Halim Barkatullah, 2009, Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-
commerce, Yogyakarta : Pascasarjana FH UII Press, hlm. 7 
 
5 Ibid, hlm. 4 
6 Abdul Halim Barkatullah, 2009, Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-
commerce, Yogyakarta : Pascasarjana FH UII Press, hlm. 7 
 
7
Ibid, hlm. 4 
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perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi 
atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak. 
Perkembangan jual beli online diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai 
konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi 
jual beli secara online terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
Pasal 19 undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa para 
pihak yang melakukan transakasi elektronik harus menggunakan system elektronik 
yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak 
menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, 
kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran 
transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai 
mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi 
elektronik. 
Dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang 
dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran 
setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) undang-undang 
informasi dan transaksi elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi 
elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan 
selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan 
pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan system cash, transfer melalui ATM, 
kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). 
Berangkat dari berbagai masalah yang sering terjadi dalam proses jual beli 
online (e-commerce), maka menjadi penting dalam jual beli online di tinjau dalam 
pandangan hukum, terutama ketika mengacu pada Undang-undang RI Nomor. 19 tahun 
2016 tentang informasi dan transaksi elektronik 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegitan 
penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas 
bagaimana suatu penelitian itu dilakuan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah 
dengan menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah 
penelitian yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah 
atau norma-norma dalam hukum positif.
8
 Yuridis normatif seperti yag dikemukana oleh 
Suratman dan Phillips Dillah bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner, pun 
sebagai penelitian perpustakaan (dokumen). Disebut sebagai penelitian doktriner 
dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan yang tertulis 
atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian perpustakaan, dikarenakan 
penelitian ini banya dilakukan terhadap data yang yang bersifat sekunder.
9
 
Pada penelitian hukum yuridis normatif sumber data yang digunakan meliputi 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi: Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang 
                                                          
8 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, hlm. 295. 
 
9 Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hlm. 51 
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Penyelenggaraaan Sistem dan Transaksi elektronik,Undang-undang nomor 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat 
mendukung dalam penelitian ini. 
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian ini diperoleh dengan 
membaca, menggali, dan mengumpulkan. Dari bahan buku primer dan skunder dengan 
studi literatur atau studi pustakaan, yaitu mencari dan menginventarisasi kaidah atau 
konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun 
tidak langsung dengan pokok pikiran  masalah dalam skripsi ini. 
Analisis bahan hukum Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum 
tersebut di analisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam  analisis bahan hukum  
adalah normatif  kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian 
ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam 
bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari 
permasalahan. Selanjutnya bahan hukum yang sudah terhimpun dianalisis berdasarkan 
undang-undang yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah yang 
bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan sistematika 
pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan penutup. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik  
Proses transaksi jual beli online berbeda dengan transaksi jual beli 
biasa/konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen bisa bertatap muka secara 
langsung atu tidak langsung. Transaksi jual beli online terjadi dimana penjual dan 
pembeli tidak saling bertatap muka hanya dengan menggunakan digital signature atau 
instrument-instrument elektronik lain sebagai alat dalam transaksi perdagangan. 
Biasanya para pihak yang bertransaksi lewat internet adalah pihak pengusaha yang 
profesional baik pelaku usaha maupun konsumen. Transaksi lewat internet dilakukan 
karena  jarak antara kedua belah pihak jauh dan transaksi yang dilakukan cukup rumit 
dan memakan biaya yang cukup besar kalau dilakukan transaksi tatap muka.
10
 
Transaksi jual beli online pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme 
jual beli secara konvensional. Yang berbeda adalah sistem/alat yang digunakan yang 
satu dilakukan secara online yang satunya secara manual (offline). Ada pendapat dari 
Janus Sidabalok, transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam tiga fase, 
diantaranya fase pra-transaksi, fase transaksi (yang sesungguhnya) dan fase purna 
transaksi.
11
 
Secara umum dalam proses transaksi jual beli setidaknya ada satu perjanjian 
antara pembeli dan penjual yang mengikat antara keduanya. Subekti menyebutkan 4 
syarat sahnya perjanjian hal ini juga selaras dengan Pasal 1320 KUHPerdata  yaitu: 
                                                          
10 Grace Joice S. N. Rumimper, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam 
Jual Beli Melalui Internet”, Jurnal Vol.I/No.3/Juli-September (2013), hlm, 56. 
 
11 Janus Sibalok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”. (Citra Aditya Bakti,Bandung, 2010), 
hlm, 69. 
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1) Kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian artinya kesepakatan 
yang dibuat itu dilakukan dengan sadar tanpa paksaan, kehilafan ataupun 
penipuan.  
2) Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;  
3)  Hal tertentu dan 
4)  Sebab yang halal (legal). 
Syarat ke-1 dan ke-2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak 
terpenuhi maka salah salah pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang telah 
dibuat. Syarat ke-2 dan ke-3 disebut syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi 
berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. 
Perjanjian online terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang 
berlangsung antara pengirim dengan penerima pesan elektronik. Untuk memastikan 
bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima penerima, penerima harus 
merespon dengan mengirim pesan balasan kepada pengirim untuk memberitahukan 
bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik. Pemberitahuan ini penting karena 
tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah 
pesan elektronik sudah diterima oleh penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik 
adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang pada 
dasarnya di luar kemampuan kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu 
penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk ke dalam sistem 
informasi penerima. 
Adapun mengenai proses dalam jual beli online dalam hal penawaran dan 
penerimaan online tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada 
umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi e-
commerce media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 Undang-Undang No. 19 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan 
transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi 
sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem 
elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh 
para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim 
pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang 
dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran 
setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 19 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi 
elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. 
Selanjtunya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang 
ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai 
barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor kontak yang 
telah dilampirkan oleh penjual pada gambara atau foto barang yang ditawarkan, atau 
bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar 
yang terdapat di dalam dinding  Lapak Jual Beli online tersebut. 
Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah 
melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer 
melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekening bersama 
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(rekening bersama) atau melakukan Cash On Delivery (COD). Apabila pembayaran 
telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan 
menggunakan jasa pengiriman.
12
 
Adapun mengenai biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual 
tergantung kesepakatan para pihak. Menurut hasil penelitian penulis, terdapat 4 proses 
pelaksanaan jual beli online, yaitu : 
1. Penawaran 
  Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada 
Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan catalog produk dan pelayanan 
yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut 
dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui internet 
terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik 
penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. 
2. Penerimaan 
  Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila 
penawaran dilakukan melalui e-mail address (alamat), maka penerimaan 
dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan sebuah e-mail yang 
ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan 
penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. 
Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat 
membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang 
yang dijualnya. 
3. Pembayaran  
Klasifikasi cara pembayaran adalah sebagai berikut : 
a. Cash  
b. Transfer melalui ATM  
c. Kartu Kredit  
d.  Rekening Bersama   
e. Cash On Delivery (COD) 
4. Pengiriman 
Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas 
barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli 
berhak atas penerimaan barang. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang 
dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya 
pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya 
biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. 
Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bisa memberikan langsung 
barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian Cash On Delivery (COD) 
atau bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, 
dan lain sebagainya. 
Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Penjual Dalam Jual Beli Online Melakukan 
Wanprestasi 
Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, 
yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara 
bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu 
pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan 
kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak 
                                                          
12 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 
2010, hlm.38. 
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tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam 
perjanjian. 
Sebelum menguraikan mengenai akibat hukum yang timbul apabila penjual 
dalam jual beli online melakukan wanprestasi perlu dijelaskan mengenai macam-
macam wanprestasi dan tanggung jawab penjual online/pelaku usaha terhadap 
pembeli/konsumen dalam jual beli online. 
Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu: (a) Tidak melakukan apa yang 
disanggupi akan dilakukannya, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan, (c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (c) 
Melakukakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
13
 Wanprestasi 
kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, 
misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu 
sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak 
pelaku usaha untuk  mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga 
pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat 
dikategorikan sebagai wanprestasi atau penipuan.  
Bersamaan dengan itu, ada kewajiban utama yang melekat pada penjual online 
atau pelaku usaha. Kewajiban itu diantaranya; 
1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban 
menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum 
diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu 
dari si penjual kepada si pembeli. 
2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
terhadap cacat-cacat tersembunyi.
14
 
Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa 
barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas 
dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat 
tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada 
barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang 
tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya 
bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi 
berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal 
Dalam transaksi jual beli online, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip 
yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan pembeli dalam 
transaksi e-commerce menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan penjual 
Online/pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha 
yang dilakukannya dalam transaksi e-commerce. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-
undang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan: “ jika dilakukan sendiri, 
segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab 
para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam transaksi e-commerce, pihak 
yang bertanggung  jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini 
dilakukan oleh penjual online pelaku usaha.  
Adapun menurut KUHPerdata akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau 
pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat 
menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima 
                                                          
13
 Subekti,2002,  Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, hlm, 45. 
14
 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 8. 
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prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban 
melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:  
a. Dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang 
mempunyai hak menerima prestasi ( vide Pasal 1243 KUH Perdata); 
b. Dia harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti 
kerugian ( vide Pasal 1267 KUH Perdata); 
c. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide 
Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);  
d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan ( vide 
pasal 181 ayat (1) HIR). 
Selain itu, menurut pasal 1266 KUH Perdata, dalam perjanjian timbal balik, 
wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan 
kontrak di pengadilan, walau syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu 
dinyatakan dalam peijanjian. Jika syarat putus tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka 
hakim di pengadilan leluasa menuntut keadaan atas tuntutan tergugat untuk membeli 
suatu jangka waktu kepada tergugat guna memberi kesempatan melaksanakan 
kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.  
Dalam hal debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan 
prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan prestasi dapat memilih dan mengajukan 
tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumeratis dalam pasal 1267 jis 
1266 KUHPerdata, yaitu :  
a. Pelaksanaan perjanjian;  
b. Pelaksanaan pcrjanjian disertai dengan ganti kerugian;  
c. Ganti kerugian saja;  
d. Pemutusan kontrak perjanjian;  
e. Pemutusan kontrak perjanjian disertai dengan ganti kerugian. 
Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur atau pihak yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi baru 
dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 syarat, yaitu; 
a. Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi;  
b. Dia tidak berada dalam keadaan memaksa;  
c. Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian;  
d. Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi.  
Apabila penjual online atau pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam hal 
melakukan wanprestasi pada transaksi e-commerce, maka konsumen dapat menempuh 
jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 undang-undang informasi dan 
transaksi elektronik tentang penyelesaian sengketa. 
Sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang 
menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat 
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya, namun tidak 
ditemukan titik terang setelah adanya negosiasi lantaran ketika pelaku usaha mencoba 
menawarkan penyelesaian melalui ganti rugi dengan pengembalian uang jika barang 
telah dikirim ke penjual, namun pihak pembeli menolak dan ingin mentransfer uang 
dulu ke pembeli baru barang dikirim kembali ke penjual, karena hal tersebut para pihak 
kukuh atas komitmen mereka. Pihak pembeli mengaku tidak mau mengirim barang 
terlebih dahulu karena kesal atas pihak pembeli, dan tidak mau melakukan gugatan ke 
Pengadilan karena mengaku tidak mau ribet. 
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Pihak pelaku punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan 
karena telah diatur dalam Pasal 38 undang-undang informasi dan transaksi elektronik 
yang menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi 
elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi 
akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui 
cara : (a) Litigasi, Sesuai dengan pasal 38 Undang-undang informasi dan transaksi 
elektronik yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam 
penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat 
bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik 
maka alat-alat bukti yang  apat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah : (1) 
Bukti transfer atau bukti pembayaran, (2) SMS atau e-mail yang menyatakan 
kesepakatan untuk melakukan pembelian, (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor 
rekening pelaku usaha. Dan (b) Non Litigasi, Pada pasal 39 ayat (2) undang-undang 
informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian 
gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau 
lembaga lainnya. 
  
KESIMPULAN 
Perjanjian jual beli online pada umumnya hampir sama dengan perjanjian jual 
beli secara Konvensional namun yang membedakan adalah hanya pada media yang 
digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung di 
suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa 
harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam Jual beli online, proses transaksi 
yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses 
transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak 
Perjanjian jual beli secara online tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum 
perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, oleh karena 
transaksi jual beli itu pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli 
secara hukum. Tanggung jawab para pihak didalam jual beli online adalah setiap hak 
dan tanggung jawab para pihak, dimana salah satu pihak menuntut atas barang yang 
ditawarkan dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan 
dengan harga yang disepakati. Dalam kesepakatan tersebu terdapat terdapat empat 
unsur penting dalam terselenggaranya perjanjian jual beli online, yakni: (a) Penawaran, 
(b) Peneriamaan, (c) Pembayaran, (d) Pengiriman. 
Wanprestasi yang terjadi dalam transaksi e-commerce pada umumnya dilakukan 
oleh penjual online/pelaku usaha. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, penjual 
online/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh 
konsumen. Apabila penjual online tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan 
wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan 
mengajukan gugatan terhadap penjual online/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam 
pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.  
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